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The application of restorative justice in cases of sexual violence in villages, 

especially in Jombok Village, offers a more inclusive approach and is based on 

healing and reconciliation between victims and perpetrators. This thesis examines 

the concept of implementing restorative justice in the criminal justice system in 

Indonesia, and analyzes the factors that encourage and hinder its implementation 

in cases of sexual violence in Jombok Village. This research also identifies the role 

of the community and law enforcement officials in supporting the restorative justice 

process. 

Restorative justice in the Indonesian criminal justice system focuses on 

improving relationships between parties involved in an offense, not just on giving 

punishment. In the context of sexual violence, implementation is often hampered by 

cultural factors, social stigma, distrust of the formal justice system, and a lack of 

understanding of the benefits of this approach. 

In Jombok Village, support from the community and law enforcement officials 

is very important to ensure that the restorative justice process runs fairly and 

effectively. Research findings show that although there are challenges in its 

implementation, active community participation and involvement of law 

enforcement officers can strengthen the success of restorative justice in cases of 

sexual violence, by prioritizing the recovery of victims and rehabilitation of 

perpetrators within a more humane justice framework. 

To optimize the application of the principles of restorative justice, researchers 

believe that it is important for the reporting party or victim to have an 

understanding of the aims, purposes and impacts of these principles. This is so that 

the reporting party is aware that there is a non-litigation case resolution route that 

prioritizes the victims' justice rights, namely the principle of restorative justice. 

Apart from that, the benchmark for achieving a sense of justice for the victim or 

reporter who resolves their case through this principle is the existence of a peace 

agreement letter which contains terms of peace from the victim or reporter to the 

reported party. The letter is binding, and the Law recognizes and places the 

agreement made by the two parties on an equal footing with the making of the Law 
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Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual di desa, khususnya 

di Desa Jombok, menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada 

penyembuhan serta rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Skripsi ini mengkaji 

konsep penerapan restorative justice dalam system peradilan pidana di Indonesia, 

serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 

implementasinya dalam kasus kekerasan seksual di Desa Jombok. Penelitian ini 

juga mengindentifikasi peran Masyarakat dan apparat penegak hukum dalam 

mendukung proses restorative justice tersebut.  

Restorative justice dalam system peradilan pidana Indonesia berfokus pada 

perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran, bukan 

hanya pada pemberian hukuman. Dalam konteks kekerasan seksual, penerapannya 

sering kali terhambat oleh faktor budaya, stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap 

sistem peradilan formal, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendekatan 

ini. 

Di Desa Jombok, dukungan dari Masyarakat dan apparat penegak hukum sangat 

pentinguntuk memastikan bahwa proses restorative justice berjalan dengan adil dan 

efektif. Temuan penelitian menunjukan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam 

penerapannya, partisipasi aktif masyarakatdan keterlibatan aparat penegak hukum 

dapat memperkuat keberhasilan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual, 

dengan mengedepankan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku dalam kerangka 

keadilan yang lebih humanis. 

Untuk mengoptimalkan penerapan prinsip restorative justice, peneliti 

berpendapat bahwa penting adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban 

terkait tujuan, maksud, dan dampak dari prinsip tersebut. Hal ini agar pihak pelapor 

menyadari bahwa ada jalur penyelesaian perkara non-litigasi yang lebih 

mengutamakan hak-hak keadilan korban, yaitu prinsip restorative justice. Selain 

itu, tolak ukur tercapainya rasa keadilan bagi korban atau pelapor yang 

menyelesaikan perkaranya melalui prinsip ini adalah adanya surat kesepakatan 

perdamaian yang memuat persyaratan perdamaian dari pihak korban atau pelapor 

kepada pihak terlapor. Surat tersebut bersifat mengikat, dan Undang-Undang 

mengakui serta menempatkan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut 

pada posisi yang setara dengan pembuatan Undang-Undang. 
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